BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menghadapi dan mengantisipasi era globalisasi dengan ciri ‘utama
persaingan bebas yang semakin ketat, kompetitif, dan saling bergantungan
semakin kuat, pemerintah telah berusaha untuk melakukan berbagai cara, di
antaranya adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa. Dengan bangsa yang cerdas dan maju akan dapat menghadapi
permasalahan masa depan bangsa Indonesia. Upaya ini telah digariskan dalam
UUD 1945 sebagai salah satu cita-cita bangsa Indonesia, yaitu memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam rangka merealisasikan cita-cita tersebut, pemerintah telah
menjabarkan ke dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang dijadikan legalitas system
pendidikan nasional. Sistem Pendidikan Nasional tersebut memegang peranan
penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang
bermartabat dan berahlakulkarimah. Dalam Rencana Strategis (Renstra) telah
digariskan bahwa ada empat strategi pokok dikembangkan dalam merealisasikan
sistem pendidikan nasional, yaitu (a) pemerataan kesempatan pendidikan, (b)

relevansi, (c) kualitas, dan (d) efisiensi.
Dengan tidak mengecilkan arti strategi lain, strategi kualitas yang juga
melekat strategi relevansi dan efisiensi selalu mendapat perhatian dan sorotan

dalam berbagai pertemuan, diskusi, rapat para biokrtat dan pengusaha, seminar,



lokakarya, konferensi, simposisum strategi kualitas ini sering kali ditempatkan
sebagai indikasi penentu keberhasilan pendidikan. Dalam hal ini pemerintah telah
menggulirkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pendidikan, di

antaranya adalah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS).

Otonomi Pendidikan, pada dasarnya merupakan salah satu wujud
penjabaran dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
Berbagai kajian yang berkembang memberikan penekanan pada pengelolaan
sumber daya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk
dikelola pada tingkat Pemerintah Daerah (Pemda), dengan penekanan pada tingkat
kabupaten atau kota. Dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang ada,
salah satu kemungkinan pengelolaan ini adalah adanya pembagian pengelolaan
pendidikan berdasarkan jenjangnya. Untuk jenjang Pendidikan Dasar (Pendas)
sampai Pendidikan Menengah pengelolaan berada pada pemerintah tingkat

kabupaten dan kota.

Dengan mempertimbangkan berbagai model manajemen pendidikan yang
selama ini berkembang, model MBS inj merupakan salah satu alternatif yang
dapat diterapkan dalam rangka Otda pendidikan. Model MBS ini merupakan
konsep yang mengedepankan kolaborasi antara sekolah, masyarakat (pengguna
jasa pendidikan) dan pemerintah dikembangkan untuk memberikan kemandirian
kepada sekolah (per satuan pendidikan) dalam mengelola sumberdaya sekolah
yang ada guna mencapai kualitas pendidikan berdasarkaﬁ tolok ukur yang

disepakati (Umaedi, 1999 : 4).



Munculnya otonomi pendidikan di Indonesia muncul karena, pada tingkat
nasional, telah terjadi beberapa permasalahan yang menonjol, yaitu masih
rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan, masih rendahnya mutu dan
relevansi pendidikan dan masih lemahnya manajemen pendidikan, di samping
belum terwujudnya keunggulan ilmu pengetahuar; dan teknologi dikalangan
akademis dan kemandirian. Jadi, reformasi pendidikan memang sangat diperlukan

sebagai jawaban untuk pemecahan masalah di atas.

Secara politik, otonomi pendidikan terkait dengan penyelenggaraan
pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi yang ditandai dengan pemberian
otonomi yang luas dan nyata kepada daerah. Tujuan umum pemberian otonomi ini
dimaksudkan untuk lebih memandirikan daerah dan memberdayakan masyarakat
sehingga lebih leluasa dalam mengatur dan melaksanakan kewenangan atas
prakarsa sendiri. Pemberian otonomi yang luas dan bertanggungjawab
dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta
masyarakat, pemerataan, berkeadilan, dan memperhatikan potensi  serta
keanekaragaman daeral;, dengan titik sentral otonomi pada tingkat wilayah yang
paling dekat dengan rakyat, yaitu kabupaten dan kota. Hal yang paling esensial
adalah semakin besarnya tanggung jawab daerah untuk mengurus tuntas segala
permasalahan yang tercakup di dalam pembangunan masyarakat di daerahnya,
termasuk bidang pendidikan.

Di bidang otonomi pendidikan yang ternyata berimplikasi pada otonomi
sekolah. Penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan empat isu kebijakan
penyelenggaraan pendidikan nasional yang perlu direkonstruksi, di antaranya

adalah :



UDpava peningkatan mutu bendidikan diiakukan dengan menetapkan tuiuan
dan standar kompetensi pendidikan, yaitu melalui konsensus nasional antara
pemerintah denean seiuruh ianisan masvarakat.

b. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan mengarah pada pengelolaan
pendidikan berbasis sekoiah. denean memberi kepercavaan vang iebih iuas
kepada sekolah untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia bagi
terciptanva tuiuan pendidikan vang diharapkan.

c. Peningkatan relevansi pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis
masvarakat. Peningkatan peran serta orang tua dan masvarakat pada ievei
kebijakan (pengambilan keputusan) dan level operasional melalui komite
(dewan) sekoiah.

d. Pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang
berkeadilan.

Sasaran akhir dari tahapan di atas adalah peningkatan kualitas pendidikan
yang terukur didasarkan pada tolok ukur atau indikator kineja sekolah
(performance indicators) yang antara lain, mencakup efisiensi dalam
pemanfaatan sumber daya sekolah, peningkatan efektivitas sekolah diwujudkan
melalui peningkatan kualitas proses belajar mengajar, dan terpenuhinya harapan
orang tua serta pemakai lulusan (relevansi).

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah model pengelolaan yang
memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong
pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga
sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,
propinsi, kabupaten dan kota. MBS memberi peluang bagi kepala sekolah, guru,
dan peserta didik untuk melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah, berkaitan
dengan masalah kurikulum, pembelajaran, manajerial dan lain sebagainya yang
tumbuh dari aktivitas, kreativitas dan profesionalisme yang dimiliki. Sehingga
dapat dikatakan bahwa kewenangan yang bertumpu pada sekolah merupakan inti

dari Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
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Program manajemen berbasis sekolah ini merupakan suatu kurikulum_
pendidikan yang mengembangkan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan
pendidikan melalui konsep MBS di tingkat sekolah. Beberapa kesempatan
tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya peningkatan pelayanan
pendidikan kepada masyarakat, dengan muaranya pada upaya peningkatan
kualitas pengelolaan pendidikan pada tataran yang paling bawah yaitu sekolah.
Keterlibatan masyarakat dalam dewan sekolah di bawah monitoring pemerintah,
mendorong sekolah untuk lebih terbuka, demokratis, dan bertanggung jawab.
Pemberian kebebasan yang lebih luas memberi kemungkinan kepala sekolah
untuk dapat menemukan jati dirinya dalam memimpin dan membina peserta didik,
guru, dan petugas lain yang ada di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, sekolah
harus terlibat secara aktif dan dinamis dalam rangka proses peningkatan kualitas
pendidikan melalui pengelolaan sumberdaya sekolah yang ada dengan dukungan
seluruh komponen stakeholder sekolah.

Implementasi Manajemen berbasis sekolah menuntut dukungan tenaga
kerja yang terampil dan berkualitas agar dapat membangkitkan motivasi kerja
yang lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat, serta
mengefisienkan sistem dan menghilangkan birokrasi yang tumpang tindih.
Implementasi manajemen berbasis menuntut peranan kepcmimpinan, terutama,
kepala sekolah untuk memperlihatkan kepiawaiannya dalam mengelola semua
sumber daya yang ada di sekolah.

Kepemimpinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam
manajemen berbasis sekolah. Kepemimpinan berkaitan dengan masalah kepala
sekolah dalam meningkatkan kesempatan untuk mengadakan pertemuan secara

efektif dengan para guru dalam situasi yang kondusif. Perilaku kepala sekolah



harus dapat mendorong kinerja guru dengan menunjukan rasa bersahabat, dekat,
dan penuh pertimbangan terhadap para guru, baik sebagai individu maupun
sebagai kelompok. Perilaku pemimpin yang positif dapat mendorong kelompok
dalam mengarahkan dan memotivasi individu untuk bekeja sama dalam
kelompok dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Kepala sekolah
merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah, yang akan
menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya
direalisasikan. Sehubungan dengan program manajemen berbasis sekolah, kepala
sekolah dituntut untuk senantiasa meningkatkan efektivitas kinerja. Dengan begitu
sebagai paradigma baru pendidikan dapat memberikan hasil yang memuaskan.

Di  sinilah peran  kepemimpinan kepala sekolah  dalam
mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah sebagai hasil dari mutu
pendidikan di sekolahnya untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan
efisien. Prinsip-prinsip dan praktek-praktek kepemimpinan ini hendaknya
dikaitkan dengan peranan kepala sekolah dan kedudukan pimpinan lainnya yang
relevan, dan peranan kepemimpinan khusus yang meliputi hubungan dengan staf,
siswa, orang tua siswa dan orang-orang lain di luar komuniti tempat sekolah itu
berada (Mulyasa, 2002 : 117).

Sekolah yang yang bermutu dapat diartikan sebagai sekolah yang
menunjukkan tingkat kinerja yang diharapkan dalam menyelenggarakan proses
belajarnya dengan menunjukkan hasil belajar yang bermutu pada peserta didik
sesuai dengan tugas pokoknya (Levine, 1994). Mutu pembelajaran dan hasil
belajar yang memuaskan dari suatu sekolah merupakan produk akumulatif dari
seluruh layanan yang dilakukan sekolah dan pengarvh dari suasana/iklim yang

kondusif yang diciptakan di sekolah.



Refleksi empirik yang dibahas dalam berbagai diskusi tentang Mutu
Pendidikan (MP) di sekolah merupakan fungsi dari mutu input peserta didik yang
ditunjukkan oleh potensi siswa, mutu pengalaman belajar yang ditunjukkan oleh
kemampuan profesional guru, mutu penggunaan fasilitas belajar, dan budaya
sekolah yang merupakan refleksi mutu kepemimpinan kepala sekolah.

Budaya sekolah adalah seluruh pengalaman psikologis para siswa (sosial,
emosional, dan intelektual) yang diserap oleh mereka selama berada dalam
lingkungan sekolah. Dengan demikian, sekolah yang efektif adalah sekolah yang
(a) memiliki masukan siswa dengan potensi yang sesuai dengan tuntutan
kurikulum, (b) dapat menyediakan layanan pembelajaran yang bermutu, (c)
memiliki fasilitas sekolah yang menunjang efektivitas dan efisiensi kegiatan
belajar mengajar, (d) memiliki kemampuan menciptakan budaya sekolah yang
kondusif sebagai refleksi dari kineria kepemimpinan profesional kepala sekolah.

Dalam hal ini pemerintah telah berusaha untuk meningkatan mutu
pendidikan melalui gagasan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
(MPMBS). Reorientasi sistem penyelenggaraan pendidikan dari sentralissasi ke
dcsentralisasi, yaitu dari manajemen peningkatan mutu berbasis pusat menuju
manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, sesuai dengan ketentuan
Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000.

Berdasarkan kenyataan di atas, reorientasi penyelenggaraan pendidikan
dari MPMBP menuju MPMBS merupakan suatu tataran ide kebijakan yang
mengandung idealisme untuk memacu pencapaian rﬁutu pendidikan. Akan tetapi,

dalam operasionalisasinya di lapangan pergeseran paradigma ini tidak serta merta



membawa perubahan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Banyak kalangan
yang mempersoalkan usaha ideal apapun yang dicanangkan tidak akan membawa
hasil yang optimal, tanpa dibarengi dengan usaha memformulasikan
kepemimpinan kepala sekolah yang aspiratif terhadap perubahan (Rumtini, 2002).

Perhatian kepada kepemimpinan kepala sekolah mempunyai landasan
yang kuat, karena kenyataannya dalam seting sekolah otonom, peran kepala
sekolah sangat strategis. Hal ini sesuai dengan pendapat DeRoche (1985:2) dalam
Yudana menyebutkan bahwa posisi kepala sekolah sangat menentukan. Temuan-
temuan penelitian telah banyak dilakukan, diantaranya disebutkan oleh Usman
(1996), dan Yudana (2004). Hasilnya menyatakan bahwa peran kepala sekolah
dalam memajukan sekolah amat besar. Para guru dan staf sekolah lainnya sangat
mengharapkan bahwa melalui pengetahuan, keterampilan, pengalaman, wawasan,
dan kreativitas kepala sekolah, motivasi dan kreativitas guru dan staf sekolah
lainnya untuk memajukan sekolah.

Kepemimpinan pendidikan memerlukan perhatian yang utama, karena
melalui kepemimpinan yang baik kita mengaharapkan lahirnya tenaga-tenaga
kependidikan yang Berkualitas dalam berbagai bidang sebagai pemikir, pekeda,
dan yang terpenting bahwa melalui pendidikan kita menyiapkan tenaga-tenaga
yang berkualitas, tenaga yang siap latih dan siap pakai. :

Kepala sekolah adalah seorang guru (jabatan fungsional) yang diangkat
untuk menduduki jabatan struktural (kepala sekolah) di sekolah. Ia adalah pejabat
yang ditugaskan untuk mengelola sekolah. Sekolah yang efektif, bermutu, dan

favorit tidak akan terlepas dari peran kepala sekolahnya. Pada umumnya sekolah



unggulan itu dimpimpin oleh seorang kepala sekolah yang efektif. Kepala sekolah
yang efektif adalah sekolah yang memiliki jiwa manajerial sekolah yang baik.
Seorang kepala sekolah yang baik adalah mereka yang sadar akan kekuatannya
yang_‘relevan dengan perilakunya pada waktu tertentu.

Untuk menjadi kepala sekolah yang efektif diperlukan lima keterampilan
administrasi dan kompetensi, yaitu (1) keterampilan teknis, yaitu pengetahuan
khusus dan keahlian pada suatu kegiatan khusus yang berkaitan dengan fasilitas,
antara lain dalam cara menggunakan alat dan teknik pelaksanaan kegiatan, (2)
keterampilan hubungan manusia, yaitu berkaitan dengan kerja sama dengan orang
lain, seperti kemampuan memberi bantuan dan bekerja sama dengan orang lain,
baik secara individual maupun secara kelompok, (3) keterampilan membuat
konsep (konseptual), yaitu kemampuan untuk merangkum menjadi satu dalam
bentuk gagasan atau ide-ide melihat organisasi sebagai suatu keseluruhan situasi
yang relevan dengan organisasi sekolah keterampilan pendidikan dan pengajaran,
yaitu meliputi penguasaan pengetahuan  tentang belajar-mengajar; (4)
keterampilan kognitif, yaitu kemampuan dan (5) pengetahuan yang bersifat
inltelektual.

Di samping itu, kepemimpinan kepala sekolah berdasarkan konseptual
meliput-i karisma, konsideran individu, stimulasi intelektual, inovasi kreatif, dan
berani mengambil resiko dianggap mampu mengantisipasi paradigma baru
pendidikan yang sedang digulirkan. Selanjutnya Kepala sekolah diwajibkan

memiliki kompetensi sebagai berikut :



1. Komitmen terhadap visi dan misi sekolah serta berkepentingan untuk
menjadikan gambaran bagi sekolah. Membantu mengidentifikasi nilai-
nilai, tujuan, dan misi sekolah. Menyampaikan suatu model perilaku yang
konsisten dengan nilai-nilai dan mendorong staf dan siswa untuk
melaksanakan gambaran sekolah yang positif baik ke dalam maupun
keluar.

2. Oritentasi kepemimpinan proaktif, yaitu adanya kebebasan untuk

menyampaikan pandapat, usul, rencana, dan kegiatan yang bersifat pribadi

maupun kelompok dalam rangka pencapaian tugas;

Ketegasan.

Sensitif terhadap hubungan yang bersipat interpersonal.

Mengumpulkan informasi.

Fleksibel intelektual.

Persuasif dan manajemen interaksi.

Kemampuan beradaptasi secara taktis.

Motivasi dan perhatian terhadap pengembangan.

10 Kontrol dan evaluasi.

11. Kemampuan berorganisasi.

12. Komunikasi.

Pusdiklat, Pegawai Depdiknas (2005)

VNG AW

Achmad Sanusi, dkk. (1991) mengkaitkan kemampuan kepemimpinan
kepala sekolah dengan misi pfofesionalnya terdini atas; (1) kemampuan dalam
administrasi sekolah yang meliputi kemampuan tujuan, kemampuan proses, dan
kemampuan teknis managerial; (2) kemampuan dalam administrasi sekolah yang
meliputi berbagai pengetahuan yang relevan dengan proses administrasi dan
bidang teknis; (3) komitmen dalam administrasi sekolah yang meliputi orientasi
ke arah perbaikan syaratnya keunggulan profesional, aktif berpartisipasi dalam
kegiatan belajar mengajar yang profesional dan berdedikasi terhadap
pengembangan konsep yang lengkap tentang “rhe principalship”.

Sebagai pemimpin pendidikan, kepala sekolah perlu memiliki kompensasi
dasar yang diisyaratkan, kompetensi ini berasal dari Robert L. Katz (T.J.
Sergiovani, etal, (1979) yang dikutif oleh Burhanudin, (1994) berupa

keterampilan dasar managerial, yaitu sebagai berikut :
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a. Keterampilan Teknis (Technical Skill)

Keterampilan yang berhubungan dengan pengetahuan, metade dan teknik-
teknik dalam menyelesaikan satu tugas-tugas tertentu. Dalxn prakteknya
keterlibatan seorang pemimpin dalam setiap bentuk “fechnical sk:..”” disesuaikan
dengan status/tingkatan pemimpin itu sendiri.

b. Keterampilan Manusia (Humman Skill)

Keterampilan yang menunjukan kemampuan seorang pemimpin di dalam
bekerja dengan melalui orang lain secara efektif, dan untuk membiza Kerja sama.
Untuk mencapai kemampuan demikian seorang pemimpin harus dapat mengenal
dirinya “akseptansi diri” dan sesama orang lain. Keterampilan manusia sangat
strategis untuk memperoleh produktivitas organisasi yang tinggi. karcna dalam
implementasinya terwujud pada upaya bagaimana seorang pemimpin mampu
memotivasi bawahannya.

c. Keterampilan Konseptual (Conceprual Skill)

Keterampilan terakhir ini menunjukan kemampuan dalam bertikir, seperti
menganalisis suatu masalah, memutuskan, dan memecahkan masalah tersebut
dengan baik. Untuk dapat menerapkan keterampilan ini seorang pemimpin
dituntut untuk memiliki pemahaman yang utuh (secara totalitas) terhadap
organisasinya. Tujuannya agar dia dapat bertindak selaras dengan tujuan
organisasi secara menyeluruh dan atas dasar tujuan dan kebutuhan kelompoknya
sendiri.

Produktivitas pendidikan dewasa ini dihadapkan pada permasalahan dan
isu-isu strategis yang bermuara pada pencapaian tujuan. Engkoswara (1999 : 27)

mengemukakan tentang produktivitas pendidikan antara lain bahwa :
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“Produktivitas pendidikan merupakan kriteria keberhasilan dari suatu
penataan pendidikan, yang penilaian dapat diukur dari sudut efektivitas
pendidikan yaitu raihan prestasi dan proses suasana pendidikan, dan dari
sudut efisiensi pendidikan, yaitu pemanfaatan tenaga, fasilitas dana dan
waktu pendidikan”.

Produktivitas pendidikan berkaitan dengan ratio tingkat masukan dan
tingkat keluaran yang dihasilkan oleh suatu proses pendidikan dalam kurun waktu
serta ratio tingkat kesesuaian lulusan dengan tujuan pencapaian pendidikan.
Berkaitan dengan itu setidaknya ada empat isu strategis dan telah menjadi agenda
kebijakan pemerintah pada bidang pendidikan dalam upaya perbaikan,
pembaharuan dan pengembangan pendidikan. Keempat isu startegis tersebut
adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan pendidikan yang berhubungan dengan pemerataan pendidikan

2. Permasalahan pendidikan yang berhubungan dengan relevansi pendidikan

3. Permasalahan pendidikan yang berhubungan dengan mutu pendidikan

4. Permasalahan pendidikan yang berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas
pendidikan. Anwar (2003 : 102), Jalal dan Supriadi (2001).

Salah satu bidang dari keempat kebijakan pokok pendidikan, dan telah
menjadi isu penting di masyarakat, yaitu masalah mutu pendidikan, dalam arti
bagaimana pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang banyak dan berkualitas,
mampu melanjutkan pendidikan pada jenjang lebih tinggi, atau memiliki dan
menguasai pengetahuan dan keterampilan guna menghidupi dirinya, masyarakat
dan berguna bagi bangsa. Hal ini selaras dengan empat pilar pemberdayaan
sebagai paradigma baru pembelajaran dikelas, yaitu : learning to know, learning
to do, learning to be dan learning to live together (Proﬁl Pendidikan Jawa Barat,

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 2004 - 29).
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Mutu pembelajaran dari suatu proses pendidikan dapat diindikasikan oleh
mutu lulusan (outpus), sedangkan mutu lulusan sangat tergantung pada
komponen-komponen sistem pendidikan yang yang saling berpengaruh, yaitu raw
material, instrument inpul, environmental input dan proses perpbelajaran.

Tenaga kependidikan sebagai bagian dan instrument input merupakan
komponen strategis dan dominan dalam penyelenggaraan pendidikan, dan guru
sebagai bagian dari kependidikan merupakan unsur sangat penting dalam proses
pembelajaran dalam kelas, sebab inti dari proses pembelajaran berlangsung dan
interaksi apa yang terjadi di dalam kelas antara guru dan siswa itulah yang
menentukan mutu pendidikan. Satori (2001 : 1) mengemukakan antara lain bahwa
pembelajaran merupakan jantung dari sekolah dan pendidikan pada umumnya,
dan disanalah peserta didik seharusnya mendapat layanan pembelajaran dan
jaminan mutu hasil belajar.Selanjutnya guru sebagai bagaian dari organisasi
sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam proses penyelenggaraan
pendidikan secara umum di sekolah, dan menjadi salah satu faktor menentukan
berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan, serta terwujud atau tidaknya
ﬁxngsi sekolah (Syaefudin dan Kurniatun, Buku Pengantar Pengelolaan
Pendidikan, Team Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan, 2003 : 97).

Berdasarkan tugas dan tanggung jawab guru tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa guru dituntut untuk benar-benar berkinerja secara optimal
berdasarkan kompetensi dan profesionalitas dibidangnya atau setidaknya

menguasai dan dapat melaksanakan hal-hal pokok berikut ini :
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1. Kemampuan berinteraksi dengan peserta didik dalam proses pembelajarax; di
kelas. Dalam hal ini guru dituntut kemampuan penguasaan (kompetensi) pada
bidang studi tertentu untuk menuju jenjang pendidikan selanjutnya, atau
peserta didik memiliki bekal keterampilan tertentu yang berguna pada
lingkungan masyarakat manakala tidak dapat melanjutkan pendidikan ke
pendidikan yang lebih tinggi.

2. Kemampuan untuk melaksanakan disiplin diri dan bertindak professional
dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, guna menciptaléan keteladanan dan
profesionalitas.

3. Kemampuan untuk melaksankan tugas administratif dan supervisi sesuai
dengan bidang studinya, juga bertindak sebagai sumber informasi yang
kreatif, seorang professional dan agen untuk perubahan (Change of Agent)
pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa, ditambzh dengan tugas lain sebagai
Pembina kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler.

Kondisi dan tanggung jawab guru, sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,dan
ber&sarkan pasal 2 PP No.28 tahun 1990 (Sufyarma), 2004 : 107), menganut
sistem pembelajaran bidang studi, maka dalam hal ini, penentu keberhasilan
peningkatan prestasi peserta didik dan keberhasilan peningkatan mutu pendidikan
Secara umum, terletak pada kemampuan guru bidang studi dalam menguasai hal-

hal pokok tersebut.

14



Tuntutan terhadap tugas dan tanggung jawab guru nampaknya akan sulit
terpenuhi, apabila kondisi psikologis, support, partisipasi dan profesionalisme
pimpinan serta kondisi soisial, kompensasi dan kesejahteraan guru yang dirasakan
oleh guru tidak meqdukung, karena pada dasarnya kinerja guru membutuhkan
konsentrasi dan kegairahan bekerja, dan hal itu akan terwujud apabila support,
sikap profesionalisme, dan motivasi dan komitmen kepala sekolah yang adil dan
layak akan menimbulkan performance guru dapat meningkatkan prestasi atau

kualitas pendidikan akan lebih baik di masa mendatang.

B. Identifikasi Masalah

Pencapaian mutu pendidikan, sebagai bagian dari produktivitas pendidikan
sangat tergantung pada kinerja guru dalam proses pembelajaran di kelas, karena
kelas sebagai tempat yang paling ideal terjadinya komunikasi dan interaksi antara
guru dan siswa serta kelas sebagai tempat layanan pembelajaran dan jaminan
mutu hasil pembelajaran (Satori, 2001 :1)

Kinerja guru merupakan tampilan hasil atau prestasi dari suatu
pélaksanaan tugas fungsional dan professional dalam pendidikan dalam kurun
waktu tertentu. Kinerja guru dipengaruhi oleh dua faktor dominan yang menurut
Sutermeister (1976 : 11), yaitu “ability” dan “motivation”, sehingga dapat
diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat ability dan motivasi seorang guru,
maka akan semakin baik kinerja guru, demikian sebaliknya, semakin rendah
tingkat ability dan motivasi seorang guru, maka semakin rendah kinerja guru

tersebut. Selanjutnya Sutermeister (1976 : 11) mengemukakan bahwa faktor
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“Ability” pekerja dibentuk oleh “Knowlwdge” yang diperoleh melalui
“education, experience, training, interest, dan skill yang diperoleh dari aptitude
dan personality”, sedangkan faktor “Motivation” yang timbul berasal dari
kekuatan interaksi dengan berbagai kondisi dalam pekerjaan, baik menyangkut
kebutuhan ndividual (individual needs), kondisi fisik pekerjaan (social conditions
of job).

Sutermeister (1976 : 15) menyatakan “Individual Needs” berkaitan
dengan kebutuhan fisik (physiological needs), kebutuhan social (social needs)
kebutuhan pribadi (egoistical needs), meliputi “on job and off job activities”,
Perception of situation, level of aspiration, male and female, culture background,
education, experience, general economic conditions, dan individual personal
situation. Sedangkan “Physical condition of job” berkaitan dengan lingkungan
fisik tempat bekerja, berupa suara, penerangan, musik, istirahat, ventilasi, suhu
udara, kelembaban, yang semuanya menyangkut keamanan dalam bekerja, dan
“Social conditions of job”, berkaitan dengan (1) Formal organization” yang
menyangkut struktur organisasi, iklim, kepemimpinan, efisiensi, kebijakan
pérsonil, komunikasi, 2) “Informal organization” menyangkut organisasi
fungsional, organisasi profesi, group setiakawan dengan tiga aspek, yaitu lingkup
organisasi, daya rekat organisasi dan (3) “Union” (serikat kerja).

Selanjutnya berkaitan dengan faktor dominan yang membentuk mutu

pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut :
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Gambar 1.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mutu
Sumber : Dimodifikasi Sutermeister (1976) *People and Productivity”

Dari gambar di atas, dapat dikemukakan bahwa Keterampilan teknis yang
berhubungan dengan pengetahuan, metode, dan teknik-teknik penyelesaian satu
tugas tugas-tugas tertentu. Dalam prakteknya keterlibatan seorang pemimpin
dalam setiap bentuk “fechnical skill” disesuaikan dengan status/tingkatan
pemimpin itu sendiri., keterampilan manusia merunjukan kemampuan seorang
pemimpin untuk menjalin kerjasama dengan orang lain maka pemimpin harus
mengenal dirinya untuk dapat membangkitkan motivasi bawahannya. Itu semua
harus didasarkan pada konsep yang dimiliki oleh seorang pemimpin dituntut
untuk memahami totalitas terhadap organisasi, yang menunjukan kemampuan
dalam berpikir, seperti menganalisis permasalahan, memutuskan dan memecahkan
masalah tersebut dengan baik. Kinerja guru sangat erat kaitannya dengan
kepemimpinan kepala sekolah dalam menjalankan kepemimpinan. Sehingga dapat
menghasilkan kontribusi bagi kinerja guru yang pada akhirnya dapat menciptakan

hasil kerja yang bermutu lebih baik.



Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan dalam arti
bagaimana pendidikan dapat menghasilkan lulusan banyak, dan berkualitas, dan
mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bagi lulusan yang
akan melanjutkan, atau memiliki dan menguasai keterampilan guna menghidupi
dirinya sendiri dan berguna bagi masyarakat, sedangkan mutu lulusan sangat
tergantung pada instrument input. Tenaga kependidikan sebagaian instrument
input merupakan komponen atau unsur sangat menentukan dalam
penyelenggaraan pendidikan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kinerja guru
tergantung pada sejauh mana pimpinan memberikan kontribusi kepada guru dalam
melaksanakan tugas fungsional dan professional guru dalam kurun waktu tertentu
tadi, sehingga timbul pertanyaan : (1) seberapa besar kontibusi pendidikan pekerja
terhadap mutu pendidikan, (2) seberapa besar kontribusi pengalaman terhadap
mutu, (3) seberapa besar kontribusi pelatihan terhadap mutu (4) seberapa besar
kontribusi interes terhadap mutu (5) Seberapa besar kontribusi kondisi fisik
terhadap muty, (6) seberapa besar kontribusi kondisi sosial terhadap mutu (7)
seberapa besar kontribusi efisiensi organisasi terhadap mutu (8) Seberapa besar
kontribusi  kontribusi kebijakan personil terhadap mutu, (9) seberapa besar
kontribusi kemampuan berkomunikasi terhadap mutu (10) seberapa besar
kontribusi iklim kepemimpinan terhadap mutu (11) Seberapa besar kontribusi
kontribusi organisasi formal terhadap mutu, (12) Seberapa besar kontribusi
kebutuhan fisiologis terhadap mutu (13) seberapa besar kebutuhan egoistic

terhadap mutu.
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C. Pembatasan Masalah

Dalam identifikasi masalah telah dikemukakan di atas, sejumlah faktor
yang mempengaruhi mutu pendidikan dan masih memiliki faktor lain yang
memiliki kontribusi terhadap mutu pendidikan.

Dengan segala keterbatasan yang ada maka dalam hal ini penelitian
diarahkan untuk diteliti untuk mendapatkan informasi, dengan pembatasan pada
masalah-masalah berikut :

1. Seberapa besar kontribusi kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap kinerja
mengajar guru.
2. Seberapa besar kontribusi kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap
peningkatan mutu pendidikan
3. Seberapa besar kontribusi kinerja guru terhadap peningkatan mutu pendidikan
4. Seberapa besar kontﬁbusi kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru
terhadap peningkatan mutu pendidikan.
Beberapa alasan yang perlu dikemukakan sehubungan dengan pembatasan-
pembatasan masalah peneilitian ini, yaitu :
| Pertama, bahwa kepemimpinan kepala sekolah dalam Perencanaan,
implelentasi dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah belum
menunjukan kinerja pimpinan yang memu;lskan hal ini disebabkan masiil rendah
tingkat keterampilan teknis pada suatu kegiatan khusus berkaitan dengan fasilitas,
antara lain dalam cara penggunaan alat dan teknik pelaksanaan kegiatan, rendah
tingkat keterampilan hubungan kemanusiaan, yaitu berkaitan dengan kerjasama

dengan orang lain, seperti kemampuan memberikan bantuan atau motivasi dan



bekerjasama dengan pihak luar baik atas nama individu maupun kolega yang
mewakili organisasi sekolah, dan keterampilan kognitif, yaitu kemampuan dan
pengetahuan intelektual yang masih rendah kalaupun pendidikan berbagai level
ditempuh itu hanyalah untuk mempertahankan legalitas kepemimpinannya.
Sejalan dengan faktor tersebut Fakkry Gaffar (1987) memberi rambu-rambu agar
keseluruhan kegiatan manajemen sekolah yang dipimpinnya digiring untuk
menciptakan suatu situasi di mana anak dapat belajar dengan lebih baik, dan di
mana anak merasa bahwa seckolah adalah tempat yang baik bagi mereka untuk
belajar untuk mewujudkan tujuan ini, menjadi kenyataan, kepala sekolah periu
mengubah orientasinya dan menggiring keseluruhan fungsi unsur sekolah menuju
satu titik yaitu learning anak didik.

Peran dan fungsi kepala sekolah adalah sebagai educator, manajer,
administrator, dan supervisor. Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan perkembangan jaman, kepala sekolah juga harus
mampu berperan sebagai leader, innovator, dan motivator di sekolahnya.Dengan
demikian paradigma baru kepala sekolah sedikitnya harus mampu berfungsi
sébagai educator, manager, supervisor, leader, innovator, dan motivator.

) Kedua, bahwa kinerja guru sangat dipengaruhi oleh oleh faktor-faktor
pembentukya, yaitu “ability” dan “motivation” (Sutermeister, 1976 : 11). Faktor
“Ability” atau kemampuan guru dapat dilihat dari kompetensi yang dimiliki oleh
guryu, yaitu (1) kompetensi personal yang berkaitan dengan kepribadian, dan
keteladanan, (2) kompetensi profesional yang berkaitan dengan pengetahuan,
ketrampilan, dan penguasaan bidang studi dalam proses pembelajaran, dan (3)

kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi baik dengan
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siswa, pimpinan, rekan guru dan anggota masyarakat (Arikunto, 1993 : 239),
Faktor “Motivation” atau motivasi guru dapat dilihat dari (1) iklim organisasi
sekolah yang berkaitan dengan kondisi lingkungan fisik dan kondisi lingkungan
sosial pekerjaan, (2) pemenuhan tingkat kebutuhan guru yang berkaitan dengan
kesejahteraan.

Ketiga mutu pendidikan, bahwa secara substantive mengandung sifat dan
taraf. Sifat adalah sesuatu yang menerangkan keadaan, sedangkan taraf
menunjukan kedudukan dalam skala (Sanusi, 1995). Keragaman cara pandang
mengenai sifat dan taraf itu memungkinkan perbedaan pendekatan terhadap mutu
pendidikan. (1) Pendekatan mendasarkan pada deskripsi mengenai relevansi
pendidikan dengan dunia kerja (pendekatan ekonomi), (2) pendekatan intrinsik
pendidikan yang diekspresikan dalam ukuran-ukuran sikap, kepribadian, dan
kemampuan intelektual yang sesuai dengan harapan dan tujuan Pendidikan
Nasional.

Pemahaman atas mutu proses pendidikan perlu dibantu oleh pengertian
proses, konsep proses, Sudjana (1989) menunjuk kepada kegiatan penerangan
transpormasi masukan-masukan, melalui sub-sistem pemrosesan menjadi keluaran
serta hasil-hasil yang berasal dari masukan dan tindakan berikutnya melalut
umpan balik dan evaluasi keluaran.

Kebijakan pemerintah adalah peningkatan kualitas pengelolaan dengan
latar belakang manajemen berbasis sekolah, merupakan proses keseluruhan dalam
suatu organisasi, berjalan secara nyata, jangka panjang, membudaya, baik dari
segi personil, pimpinan, maupun murid (Fakkry Gaffar, 1994). Kebijakan ini
memberikan otonomi seluas-luas kepada sekolah untuk meningkatkan kualitas

pendidikan.
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Selanjutnya berkaitan dengan Kepemimpinan kepala sekolah, kinerja guru
dan mutu pendidikan, khususnya guru pada SMA Negeri Se-kabupaten Bandung
yang dalam penelitian ini dijadikan sebagai daerah penelitian, dapat dikemukakan
beberapa alasan sebagai berikut :

Pertama, secara geografis, luas wilayah Kabupaten Bandung mencapai
2.073,79 Km?*, terdiri dari daratan rendah dan tinggi (pegunungan) dan di bagi
dalam 45 kecamatan. Letak geografis tadi, telah menyebabkan wilayah Kabupaten
Bandung, dipandang dari sisi lingkungan sosial ekonomi, dapat diklasifikasikan
menjadi tiga wilayah, yaitu (1) wilayah industri dan perdagangan, (2) wilayah
perdagangan dan pertanian, dan (3) wilayah pertanian dan perkebunan, yang
masing-masing wilayah memberikan kontribusi posisi pada karakteristik
masyarakat baik dari segi kesejahteraan dan kemapanan ekonomi, yang tentu saja
masing-masing karakteristik tiap daerah berbeda-beda, dan selanjtnya akan
berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat pada program yang dilaksanakan
pemerintah maupun status masyarakat Jika status kesejahteraan tinggi serta
tingkat kemampuan ekonomi masyarakat tinggi, maka partisipasi masyarakat juga
akan tinggi, begitu sebaliknya.

Kedua, Penyelenggaraan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas
Negeri di Kabupaten Bandung berjumlah 22 SMA Negeri tersebar di 45
kecamatan, dipandang dari sudut geografis dan lingkungan sosial dapat
diklasifikasikan kedalam tiga kategori yaitu tinggi, menengah, dan rendah. Ketiga
hal tersebut memerlukan partisipasi masyarakat sckitanya, karena pada dasarnya
SMA masih memerlukan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu
pendidikan yang berkualitas dan tingkat kesejahteraan serta tingkat kemampuan
ekonomi masyarakat ikut menentukan kondisi kesejahteraan dan iklim organisasi

sekolah dalam menggapai mutu pendidikan.
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Ketiga, Lingkungan geografis dan lingkungan social ekonomi tersebut
berpengaruh pula terhadap kondisi guru-guru di lingkungan SMA Negeri di
Kabupaten Bandung. Data yang dikeluarkan bulan Desember 2005 yang di
keluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung belum menunjukan
perubahan, memberikan informasi bahwa jumlah guru-guru yang mengajar di
SMA Negeri sebanyak 1129 orang , terdiri dari 1018 orang guru PNS dan 111
guru tidak tetap, dipandang dari standar persyaratan minimal kurang lebih 27
guru pendidikan diploma I1l, , guru yang tidak berkelayakan mengajar 89 guru.

Kualifikasi pendidikan tersebut setidaknya memberikan ikut andil dalam
menentukan kualitas pendidikan, di Kabupaten Bandung. Berdasarkan data
terakhir yang diperoleh di Dinas Kabupaten Bandung diperoleh gambaran sebagai
berikut : (1) Pendidikan Bahasa Indonesia Peserta 539 lulus 533 tidak lulus 6
orang prosentase 1,12 %, (2) IPA Peserta 4390, lulus 4165, tidak lulus 225 orang,
prosentase 5,12 %, (3) Bidang studi IPS, peserta 7731, lulus 6697, tidak lulus
1034, prosentase 13,37 %,.

Selanjutnya pembatasan terhadap masalah yang diteliti, subyek dan lokasi
penelitian pun di batasi. Subjek penelitian adalah guru-guru SMA Negeri di
Kabupaten Bandung yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS),

sedangkan Iokasi penelitian terbatas pada SMA-SMA Negeri.

D. Rumusan Masalah.

Berdasarkan sejumlah identifikasi permasalahan di atas, maka dalam

penelitian ini, dapat diramuskan pertanyaan, yaitu :
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“Seberapa Besar Kontribusi Kepemimpin Kepala Sekolah dan Kinerja

Mengajar Guru Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan pada SMA Negeri di

Kabupaten Bandung”

Pertanyaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1.

Seberapa besar kontribusi kepemimpinan kepala sekolah teri;adap kinerja
mengajar guru pada SMA Negeri di Kabupaten Bandung ?

Seberapa besar kontribusi kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu
pendidikan pada SMA Negeri di Kabupaten Bandung ?

Seberapa besar kontribusi kinerja mengajar guru terhadap mutu pendidikan
pada SMA Negeri di Kabupaten Bandung ?

Seberapa besar kontribusi kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja mengajar
guru terhadap peningkatan mutu pendidikan pada SMA Negeri di Kabupaten

Bandung ?

. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka dapat disebutkan bahwa tujuan

untuk mengumpulkan informasi tentang :

1

Kontribusi kepemimpinan' kepala sekolah terhadap kinerja mengajar guru
pada SMA Negeri di Kabupaten Bandung. |

Kontribusi kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu pendidikan pada
SMA Negeri di Kabupaten Bandung

Kontribusi kinerja mengajar guru terhadap mutu pendidikan pada SMA
Negeri di Kabupaten Bandung

Kontribusi kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja mengajar guru terhadap

peningkatan mutu pendidikan pada SMA Negeri di Kabupaten Bandung
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F. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diambil dari hsil penelitian ini, ada dua yang dapat
diambil yaitu : Pertama, manfaat dari segi 1lmiah dalam kerangka pengembangan
ilmu (manfaat teoritis) dan kedua manfaat praktis.
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu administarsi
pendidikan, dan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti dan
pengamat masalah pendidikan yang terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah
dan kinerja guru terhadap peningkatan mutu pendidikan SMA Negen di
Kabupaten Bandung
2. Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
tentang kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru terhadap peningkatan
mutu pendidikan SMA Negeri di Kabupaten Bandung |
b. Memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan pendidikan:
Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan
kebijakan yang menyangkut perbaikan pengelolaan tenaga kependidikan,
~ khususnya masalah kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru dalam

meningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bandung.

G. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasional, sebab
penelitian ini akan mendisikripsikan antara variabel bebas dan variabel terikat
melalui uji statistik. Variabel tersebut terdiri dari tiga variabel, yaitu variabel
bebas (independen); Kepemimpinan kepala sekolah (X;) dan Kinerja guru (Xz);

dengan variabel terikat (dependen), yaitu mutu pendidikan (Y), berdasarkan hal
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terscbut, maka dapat digambarkan hubungan dari variabel-variabel penelitian

dalam model atau kerangka pemikiran, sebagai berikut :

Kepemimpinan Kepm_ FXIY

Sekcish (X1)

L b TR e Sy i
SR R

g3 £ v
rXI X2 v«@m Pendidikan (Y) '

rxX2y

A

Kinerja Guru xX2)

Gambar 1.2 Model Keterkaitan Variabel Penelitian
Sumber : Dimodifikasi dari berbagai sumber

Model keterkaitan variabe] berpedoman  pada pendekatan  yang
dikemukakan oleh Sutermeister (1976) secara komperehensip menggambarkan
hubungan antara variabel-variabe] yang diteliti. Model tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.3 Model Penentu Mutu
Sumber : Dimodifikasi Dari Sutermeister, | 976, People and Productivity
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H. Asumsi dan Hipotesa
1. Asumsi

Penelitian ini dilakukan dengan bertitik tolak kepada asumsi atau
anggapan dasar adalah sebagai berikut :

a. Mutu pendidikan akan sangat dipengaruhi oleh faktor antara lain : motivasi
dan kepemimpinan yang merupakan suatu proses yang kompleks disertai
adanya kegiatan mempengaruhi orang lain untuk menyelesaikan visi, misi,
tugas ataupun tujuan, dan mengarahkan organisasi pembelajaran agar lebih
terpadu dan solid. Proses mempengaruhi merupakan seni (ary) agar para
bawahan melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien. Yang tentu harus
didasarkan pada ablility yang mencakup keterampilan konsep, keterampilan
pendidikan dan pengajaran, dan keterampilan kognitif. (E. Mulyasa 2004 : 90)

b. Bahwa kinerja mengajar guru dipengaruhi oleh iklim organisasi sekolah yang
dapat diindikasikan oleh kondisi fisik sekolah dan kondisi sosial pekerjaan
yang menghasilkan kegairahan bekerja, semangat tinggi dan kepercayaan

.' semua pihak. Sehingga dapat diasumsikan semakin baik kondisi organisasi,
sosial, kondisi fisik serta kebijakan pimpinan yang adil, akuntabilitas, dan
berkelanjutan akan menghasilkan kinerja guru yang lebih baik. (Dedi
Supriyadi. 1998 : 42. Mengangkat Citra dan Martabat Guru)

¢. Mutu pendidikan, akan tercapai walaupun melalui proses panjang akan
tercapai dengan baik, manakala kedua indikator kepemimpinan kepala
sekolah, dan kinerja guru yang memilki kemampuan dan motivasi yang tinggi
akan mencapai kualitas lebih baik, meskipun indikator tersebut bukan yang
menentukan segala-galanya karena banyak faktor lain. (Uzer Usman. 2002 : 7.

Menjadi Guru Profesional).
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2. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan asumsi-asumsi penelitian sebagaimana diuraikan di atas maka
dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
Hipotesis pertama
Ha : Terdapat kontribusi yang cukup besar yang signifikan dengan perilaku
kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru pada SMA Negeri di
Kabupaten Bandung
Ho : Tidak terdapat kontribusi yang signifikan antara perilaku kepemimpinan
kepala sekolah dengan Kinerja guru pada SMA Negeri di Kabupaten
Bandung
Hipotesis dua
Ha : Terdapat kontribusi yang signifikan antara perilaku kepemimpinan kepala
sckolah dengan mutu pendidikan pada SMA Negeri di Kabupaten
Bandung
Ho : Tidak terdapat kontribusi yang signifikan antara perilaku kepemimpinan
kepala sekolah dengan mutu pendidikan pada SMA Negeri di Kabupaten
Bandung
Hipotesis tiga
Ha : Terdapat kontribusi yang signifikan antara kinerja guru dengan mutu
pendidikan pada SMA Negeri di Kabupaten Bandung
Ho : Tidak terdapat kontribusi yang signifikan antara kinerja guru dengan mutu

pendidikan pada SMA Negeri di Kabupaten Bandung
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Hipotesis empat

Ha

Ho

Terdapat kontribusi yang signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah
dan Kinerja guru dengan mutu pendidikan pada SMA Negeri di
Kabupaten Bandung

Tidak terdapat kontribusi yang signifikan antara kepemimpinan kepala
sekolah dan kinerja guru dengan mutu pendidikan pada SMA Negeri di

Kabupaten Bandung
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